CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA LAPORAN BARANG PENGGUNA
PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2022
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan  Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 /PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi
Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi
BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/ PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik

Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2017 tentang Penatausahaan Barang

Milik Negara.

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat.

- Keputusan  Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015 tentang perubahan kelima

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan
Kodefikasi Barang Milik Negara.

. Keputusan  Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP.187/PB/2017 tentang

Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 331/PB/2021 tentang Kodefikasi

Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.



B. Entitas Pelaporan
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan tugas Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun
2005, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen
(LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden
Republik Indonesia. BKN bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Keluaran (outpur) dari pelaksanaan tugas dan fungsi BKN adalah tersusunnya sistem (norma,
standar. dan prosedur) manajemen kepegawaian secara nasional. Sedangkan hasil (outcome)
vang hendak dicapai oleh BKN adalah “Terwujudnya Sistem Manajemen Kepegawaian
Secara Nasional™. Outcome tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan menajemen
kepegawaian yang dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan melalui
berbagai program dan kegiatan dari seluruh unit/satuan kerja BKN.

(. Periode Laporan
Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna Badan

Kepegawaian Negara Periode Semester | Tahun Anggaran 2022.

Il. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
I. Kebijakan Penatausahaan atas Aset
» Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta
dapat diukur dalam satuan uvang. termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya
alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada
saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
» Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang
dan Aset Lainnya.
a. Aset Lancar:
e Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan,
dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
e Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta
asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada
tanggal neraca.

e Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah
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dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan
diterima pengembaliannya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan
disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

e Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh
tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar
TPA/TGR.

e Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang
yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

e Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca
dikalikan dengan:

v" Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
v" Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
v" Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara
lainnya.
b. Aset Tetap:

e Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah
maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu
tahun.

* Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

* Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum Kkapitalisasi sebagai
berikut:

v" Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang
nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

v" Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih
dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di

atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan,

dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
¢. Piutang Jangka Panjang:

e Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan
lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang
adalah TPA, TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

e TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara
angsuran kepada pegawal pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan



angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan
penjualan angsuran.

e TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada
bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian
Negara/Daerah.

* TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai
negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu
kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung
dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut

atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya:

* Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka
panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-
lain.

e Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai
wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

e Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan

operasional pemerintah.

2. Kebijakan Akuntansi atas Penyusunan Aset Tetap

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas

Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai Tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara

Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas

dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik

Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam
kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang
untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 30 Juni

2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2012. Sedangkan Untuk Aset



Tetap yang diperoleh setelah 30 Juni 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai
perolehan.

* Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa
memperhitungkan adanya nilai residu.

e Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester
selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan

Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang

Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat tersebut tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 1.
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya 4 tahun




PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang
mencakup seluruh aspek BMN yang ditata usahakan dan dikelola oleh BKN.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Semester I
Tahun 2022 ini adalah sebesar Rp3.979.934.932.242,00 (riga triliun sembilan ratus tujuh puluh
sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua
ratus empat puluh dua rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar
Rp4.014.796.075.085.00 (empat triliun empat belas milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta
tujuh puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah), dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama
Semester | Tahun 2022 sebesar Rp16.624.340.444,00 (enam belas milyar enam ratus dua puluh
empat juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), nilai mutasi
kurang sebesar Rp51.485.483.287.00 (lima puluh satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta
empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah). Nilai mutasi BMN
tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal
dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau
penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan,
sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN
yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2022 merupakan himpunan dari
Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) pada 16 Kuasa Pengguna Barang, yang terdiri atas 1
Satker Kantor Pusat BKN Jakarta (088.01.0199.017220) dan 15 Satker Kantor Daerah yang terdiri
dari:

. Kantor Regional I BKN Yogyakarta (088.01.0400.017241)

2. Kantor Regional II BKN Surabaya (088.01.0500.450454)
Kantor Regional III BKN Bandung (088.01.0200.017237)
Kantor Regional IV BKN Makassar (088.01.1900.560635)
Kantor Regional V. BKN DKI Jakarta (088.01.0100.606254)
Kantor Regional VI BKN Medan (088.01.0700.606261)
Kantor Regional VII BKN Palembang (088.01.1100.622372)
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin (088.01.1500.622386)
Kantor Regional IX BKN Jayapura (088.01.2500.622390)

10. Kantor Regional X BKN Denpasar (088.01.2200.667882)

1. Kantor Regional XI BKN Manado (088.01.1751.667896)

12. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru (088.01.0900.667901)
13. Kantor Regional XIIT BKN Aceh (088.01.0600.667752)

14, Kantor Regional XIV BKN Manokwari (088.01.3300.667652)
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I5. Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (088.01.0200.020505)



Laporan BMN ini disusun menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

(SAKTI) dan MONSAKTI sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan

Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:
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Neraca.

Laporan Barang Persediaan.

Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan).

Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Laporan Aset Tak Berwujud (ATB).

Laporan Barang Bersejarah.

Laporan Kondisi Barang.

Laporan Penyusutan.

Laporan Barang Rusak Berat.

Laporan Barang Hilang.

Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).
Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Intemal SAK-SIMAK pada Badan Kepegawaian Negara.
Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN.

Arsip Data Komputer (ADK).

RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2022

1. Saldo Awal Semester | Tahun Anggaran 2022

Nilai BMN per 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp4.014.796.075.085,00 (empat triliun empat
belas milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu delapan puluh lima
rupiah) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp4.012.698.362.512,00 (empat
triliun dua belas milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua
ribu  lima ratus dua belas rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar
Rp2.097.712.573.00 (dua milyar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu lima

ratus tujuh puluh tiga rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Semester | Tahun Anggaran 2022

Mutasi BMN Semester [ Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

a. Persediaan
Saldo Persediaan pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp10.868.365.130.00 (sepuluh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga
ratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah) terdiri atas Saldo awal sebesar
Rp10.159.232.764.00 (Sepuluh milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga
puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dan total mutasi persediaan selama
periode laporan sebesar Rp709.132.366,00,00 (tujuh ratus Sembilan juta seratus tiga puluh
dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:



a.

Tabel 2.

Daftar Mutasi barang persediaan

. Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir
Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
17111 Barang Konsumsi 8.875.443.165.,00 875.257.106,00 9.750.700.271,00
117113 Bahan Pemeliharaan 447.108.850,00 10.314.943,00 457.423.793,00
17114 Suku Cadang 8.099.700,00 (1.346.100,00) 6.753.600,00
11712 Pita Cukal, Materai . 5.740.000,00 5.740.000,00
dan Leges
Peralatan dan Mesin
5,4 untuk ) R R
117124 dijal/diserahkan 360.000,00 360.000,00
kepada Masyarakat
Barang Persediaan
Lainnya Untuk
117128 .. , - 2.472.900,00 2.472.900,00
dijual/diserahkan ke
Masyarakat
17131 Bahan Baku 30.592.643.00 (3.473.493,00) 27.119.150,00
T . 4.375.550,00 4.375.550,00
Rangka Bantuan Sosial
Persediaan untuk
17191 Tujuan - -
Strategis/Berjaga-jaga
117199 Persediaan Lainnya 797.988.406,00 (184.568.540,00) 613.419.866,00
JUMLAH 10.159.232.764,00 709.132.366,00 10.868.365.130,00

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang dari aplikasi Persediaan
masing-masing satuan kerja adalah sebesar Rp3,023,400,00 (tiga juta dua puluh tiga ribu
empat ratus). yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 (Nol
rupiah) dan kondisi usang senilai Rp3,023,400,00 (tiga juta dua puluh tiga ribu empat
ratus).

Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2022 seluas
570.108 m? sebesar Rp2.309.435.980.187,00 (Dua triliun tiga ratus sembilan milyar empat
ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh tujuh
rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas 570.108 m*® sebesar
Rp2.309.435.980.187.00 (Dua triliun tiga ratus sembilan milyar empat ratus tiga puluh
lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah). Mutasi
tambah seluas 20.115 m? dengan nilai sebesar Rp967.852.000.00 (sembilan ratus enam
puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), mutasi kurang seluas 20.115
m? dengan nilai sebesar Rp967.852.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan

ratus lima puluh dua ribu rupiah).



Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Intrakomptabel Ekstrakomptabel Gabungan
Transaksi (Rp) (Rp) (Rp)
Pembelian 2.812.000,00 0,00 2.812.000,00
Hibah (Masuk) 965.040.000,00 0,00 965.040.000,00
Jumlah 967.852.000,00 0,00 967.852.000,00
Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:
Calssyonnans Intrakomptabel Ekstrakomptabel Gabungan
(Rp) (Rp) (Rp)
Reklasifikasi Keluar 2.812.000,00 0,00 2.812.000,00
Koreksi Pencatatan 965.040.000,00 0,00 965.040.000,00
Jumlah 967.852.000,00 - 967.852.000,00

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak
ketiga adalah 0 m? bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (No/ rupiah), sedang dalam proses
penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 m? bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (No/
rupiah).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Kuantitas Nilai
Uraian Kondisi ,
(m?) (Rp)
Baik 570.018 2.309.435.980.187.00

Rusak Ringan - -

Rusak Berat - -

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 m?/
Rp0.00.
Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ ditatausahakan oleh Badan

Kepegawaian Negara yaitu:

Kuantitas Nilai
Uraian Kondisi 5
(m~) (Rp)
Sengketa - 0,00
Tidak terdapat bukti kepemilikan - 0,00
Dikuasai pihak lain 6.861 89.122.794.250,00

Dengan penjelasan sebagai berikut
b.1. Tanah yang digunakan pihak lain terdiri atas:

b.1.1. Tanah dihuni pensiunan pegawai Kanreg | BKN Yogyakarta di Kampung Sapen
GK.1/445 seluas 619 m’ dengan nilai sebelum revaluasi BMN senilai
Rp.427.110,000.00 nilai setelah di revaluasi sebesar Rp3.037.866.000,00 serta
tanah di Kampung Gendeng GK/IV 707 seluas 1,869 m? dengan nilai sebelum
revaluasi BMN senilai Rp.1.214.850.000,00 dan nilai setelah revaluasi BMN



senilai Rp.7.906.640.000,00
b.1.

39

Terdapat Pemanfaatan tanah seluas 4.060 m? untuk 15 (lima belas) Unit
Rumah Negara Golongan II Tidak Sesuai dengan Ketentuan pada Kantor
Pusat BKN Jakarta senilai Rp77.478.342.000,00 yang beralamat di Sumur
Batu, Kemayoran Jakarta Pusat dihuni oleh pensiunan dan keluarga
almarhum pensiunan.

b.1.3 Pada Kanreg Il BKN Surabaya terdapat tanah seluas 127 m® senilai
Rp284.003.750.00 yang dihuni oleh Nurchasanah dan tanah seluas 186 m?
senilai Rp415.942.500,00 yang dihuni oleh I Putu Adnyana, S.H. Kedua
tanah tersebut telah dilakukan pelepasan dan penyerahan dengan
diterbitkannya 2 SHM dengan No 1201 dan No 1202, namun atas kedua
pelepasan tersebut masih belum dapat dikeluarkan dari pencatatan Aplikasi
SIMAK-BMN karena masih dalam proses koordinasi dan konsultasi dengan
BKN Pusat, KPKNL Surabaya dan Instansi serta pihak-pihak terkait.

Selain itu terdapat hibah tanah seluas 50.000 m? dari Pemerintah Kabupaten Sorong

Pada hari Rabu, 28 September 2016 sesuai dengan BAST Hibah Tanah Nomor:
800/416/ADPEM/2018 antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Badan Kepegawaian
Negara sesuai Keputusan Bupati Sorong Nomor: 800/415/KEP ADPEM/2016 dengan nilai
Rp2.150.000.000.00 (Dua milyar seratus lima puluh juta rupiah,) tetapi Tanah hibah
tersebut belum memiliki sertifikat tanah karena masih dalam pengurusan oleh Pemkab

2 seusai

Sorong. Tahun 2017 Pemkab Sorong mencabut Hibah Tanah seluas 50.000 m
dengan SK Bupati Sorong Nomor: 012.5/KEP.173/IV/TAHUN 2017 tentang Pencabutan
Keputusan Bupati Sorong Nomor: 800/415/KEP ADPEM/2016 tentang hibah tanah milik
Pemerintah Kabupaten Sorong untuk Kantor Regional XIV BKN dan atau Kantor Unit
Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi ASN yang isinya tanahnya akan
dipindahkan ke lokasi berbeda. Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sorong menghibahkan
Tanah Pengganti untuk Kantor Regional XIV BKN Manokwari yang berlokasi di Aimas-
Kab Sorong dengan luas 30.000 m? dengan nilai Rp4.600.000.000.- (Empat milyar enam
ratus juta rupiah) sesuai dengan BAST Hibah Tanah Nomor: 34/A/KS/1X/2020 tanggal 24
September 2020 antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Badan Kepegawaian Negara
disertai dengan penyerahan Sertifikat Tanah sebanyak dua sertifikat rincian 1 (satu)
sertifikat seluas 20.000 m?> dengan No. 33.02.06.01.4.00033dan 1 (satu) sertifikat seluas
10.000 m* dengan No.33.02.06.01.4.00034 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq.
Badan Kepegawaian Negara.

Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran
2022 adalah sejumlah 68.511 unit/buah sebesar Rp611.351.890.640,00 (enam ratus sebelas
milyar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat
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